BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

MEKANISME PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS

WAJIB PAJAK (KSWP)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

i

KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016
tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian
Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme
Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) di
Kabupaten Mimika.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969
tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan
Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1969 Nomor 47);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik TIndonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Propinsi
Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,
Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong [(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);



EJ'I

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah
diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2008
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas
Undang — Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4884);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2009;

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang — Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5679);

Perpres Nomor 54/2018 tentang Strategi Nasional
Pencegahan Korupsi;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016
tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian
Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN  BUPATI MIMIKA  TENTANG  MEKANISME

PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIP PAJAK (KSWP)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN MIMIKA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

3.

10.

Daerah adalah Kabupaten Mimika.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
vang menjadi kewenangan daerah otonom.,

Bupati adalah Bupati Mimika.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai
hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP
adalah kegiatan vyang dilakukan oleh daerah sebelum
memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh
keterangan status Wajib Pajak.

Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka
pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas layanan publik
tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.

Nomor Pokok Wajib Pajak vang selanjutnya disingkat NPWP
adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana
dalam administrasi perpajakan yvang dipergunakan sebagai tanda
pengenal diri dan atau identitas wajib pajak dalam
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah
unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan
pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang
telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum, di dalam
lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak.

Badan Pendapatan Daerah vang selanjutnya disingkat BAPENDA
adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang
selanjutnyva disingkat DPMPTSP Kabupaten Mimika.

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam
pelayanan Konfirmasi Status Wajib Pajak.



Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah:

1.
2

Mengoptimalkan dana bagi hasil pajak.
Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajalk.

Pasal 4

Jenis lavanan adalah:

|
2.

(1)

(2)

(3)

(4)

Jenis layanan publik tertentu yang dilakukan KSWP.
Mekanisme pelaksanaan KSWP.

BAB II
JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG DILAKUKAN KSWP

Pasal 5

Jenis layanan publik tertentu yang dilakukan KSWP adalah
semua jenis layanan perizinan yang dikeluarkan oleh Dinas
Penanaman Modal Dan Pelananan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya
disingkat DPMPTSP Kabupaten Mimika.

Pelayanan Publik tertentu sebagaiman dimaksud ayat (I) diberikan setelah
wajib pajak mendapatkan keterangan status wajib pajak dengan status
valid.

Wajib Pajak dinyatakan valid apabila surat keterangan Status Wajib Pajak
dapat langsung dicetak melalui Aplikasi KSWP.

Apabila Wajib Pajak dinyatakan tidak valid dari system aplikasi KSWP,

maka harus melakukan konfirmasi ke KPP Pratama Mimika untuk
mendapatkan surat keterangan.

BAB 1III
MEKANISME PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 6

Sctiap orang atau badan yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di
Kabupaten Mimika wajib memiliki NPWP cabang/lokasi yang dikeluarkan oleh
KPP Pratama Mimika.

(1)

{2)

Pasal 7

Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik tertentu
sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) adalah DPMPTSP.

DPMPTSP melakukan konfirmasi status wajib pajak sebelum memberikan
pelayanan publik tertentu sebagaiaman dalam pasal 5 ayat (1).

Pemberian layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5
ayat (1) kepada pemohon diberikan apabila pemohon dapat menunjukkan
dokumen KSWP.



(4) KSWP sebagaimanan dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui system
informasi pada DPMPTSP vang terhubung dengan system informasi yang

disediakan Direktorat Jenderal Pajak.
|

(5) Penyediaan aplikasi system informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4]
dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

BAB IV
PEMBINAAN

| Pasal 8

(1) Pembinaan pelaksanaan KSWP dilaksanakan oleh BAPENDA dalam bentuk
konsultasi, monitoring dan evaluasi.

(2) [Pelaksaaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan
« ipaling sedikit 2(dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
|

| BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
P::raLurm Bupati Mimika mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar| setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
| pada langgal, 30 Desember 2019

| BUPATI MIMIKA,
ttd
: ELTINUS OMALENG
Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 30 Desember 2019
Pj. SEKRETAEIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,

ttd
l MARTHEN PAIDING

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2019 NOMOR 41.
|

14 WADAN SAO, SH
EENATA Tk. 1
23 200701 1011
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